
 

 

 

 

KOMISI PEMILIHAN UMUM 
KABUPATEN GORONTALO 

 

KEPUTUSAN KETUA KOMISI  PEMILIHAN UMUM  

KABUPATEN  GORONTALO 

NOMOR :  276 /PL.02.5 – Kpt/7501/KPU-Kab/IX/2020 

 

T E N T A N G   

PENETAPAN PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE  

PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN GORONTALO TAHUN 2020 

  

 KETUA  KOMISI  PEMILIHAN  UMUM  KABUPATEN  GORONTALO, 

 

Menimbang:       a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 12 

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2020 

tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum 

Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta 

Pemilihan Gubernur dan Wakil  Gubernur, Bupati dan Wakil 

Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; 

 b.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam  huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi 

Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo tentang Penetapan 

Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Pemilihan Bupati 

dan  Wakil Bupati Gorontalo Tahun 2020. 

Mengingat  : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan 

Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 

  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan  

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 2014 tentang   Pemilihan Gubemur, Bupati dan 

Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah  

beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 

6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang  Nomor 2 Tahun 2020 tentang 

Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubemur, 
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Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6547); 

  3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan 

Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  

Nomor 6109); 

  4. Peraturan Komisi Pemilihan Nomor 3 Tahun 2017 tentang 

Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati 

dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 826) 

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan 

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 

tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan 

Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur 

dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau 

Walikota dan Wakil Walikota (Betita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 980); 

  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 

tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubemur dan 

Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota 

dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah berdasarkan 

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2020 

tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum 

Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta 

Pemilihan Gubemur dan Wakil Gubemur, Bupati dan Wakil 

Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1059); 

  6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 

tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan 

Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 

tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum 

Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan 

Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi 

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 201); 

  7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 

tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan 
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Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil 

Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905), 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 

tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan 

Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan 

Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil 

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan 

Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2020 Nomor 615); 

  7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 

tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil 

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan 

Wakil Walikota serentak lanjutan dalam Kondisi Bencana Non 

Alam Corona Virus Disease 2019 (Covitd-19) (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716) sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum 

Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas 

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 

tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil 

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan 

Wakil Walikota serentak lanjutan dalam Kondisi Bencana Non 

Alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)  (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1068); 

  9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 452/HK.03-

Kpt/03/KPU/IX/2020 tentang Pedoman Teknis Pembukaan 

dan Penutupan Rekening Khusus Dana Kampanye peserta 

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil 

Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; 

  10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 453/HK.03-

Kpt/03/KPU/IX/2020 tentang Pedoman Teknis Penyerahan 

Sumbangan dan Kampanye yang tidak sesuai ketentuan Kas 

Negara oleh Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, 

Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil  

Walikota; 

  11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 454/HK.03-

Kpt/03/KPU/IX/2020 tentang Pedoman Teknis Pelaporan 

Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, 

Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil 

Walikota; 
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Memerhatikan : 1.  Hasil Rapat Koordinasi Tahapan Kampanye Pemilihan Bupati 

dan Wakil Bupati Gorontalo Tahun 2020 Tanggal 25 

September 2020. 

    2. Hasil Rapat Koordinasi Tahapan Kampanye Pemilihan Bupati 

dan Wakil Bupati Gorontalo Tahun 2020 Tanggal 27 

September 2020. 

    2. Berita Acara Nomor 140/PL.02.3-BA/7501/KPU-

Kab/IX/2020, tanggal 27 September 2020 tentang Penetapan 

Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye  Pemilihan Bupati 

dan Wakil Bupati Gorontalo  Tahun 2020 

      

MEMUTUSKAN  : 

Menetapkan :  KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN 

GORONTALO  TENTANG  PENETAPAN PEMBATASAN 

PENGELUARAN  DANA KAMPANYE     PEMILIHAN   BUPATI  

DAN WAKIL BUPATI GORONTALO TAHUN 2020. 

KESATU        : Menetapkan  Pembatasan  Pengeluaran  Dana  Kampanye 

Pemilihan Bupati dan Wakil   Bupati  Gorontalo Tahun 2020. 

KEDUA :  Batasan Pengeluaran Dana Kampanye sebagaimana dimaksud 

pada Diktum KESATU adalah sebagai berikut : 

a. Pertemuan Terbatas. 

b. Pertemuan  Tatap  Muka.  

c. Pembuatan  Bahan  Kampanye. 

d. Jasa manajemen/konsultan. 

e. Alat Peraga Kampanye. 

f. Bahan Kampanye. 

KETIGA :  Total Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Atas Kegiatan 

sebagaimana Diktum KEDUA adalah sebesar                        

Rp. 26.427.284.250 (Dua Puluh Enam Milyar Empat Ratus 

Dua Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Delapan Puluh Empat Ribu 

Dua Ratus Lima Puluh Rupiah). 

KEEMPAT :  Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan. 

 

                                                              Ditetapkan di Limboto 

                                                             pada tanggal 27 September  2020 

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM 

KABUPATEN GORONTALO, 

        ttd. 

  RASID  H. SAYIU 

 

 

Salinan sesuai aslinya 
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM 

KABUPATEN GORONTALO 
Kepala Sub Bagian Hukum 
 

 

 

 

 

Mardia Abubakar Napay jdih.kpu.go.id/gorontalo.kab


		2020-10-16T19:59:47+0800
	KPU Provinsi Gorontalo




